BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Politik hukum Mahkamah Konstitusi Dalam penambahan frasa dalam pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi hanya
berwenang untuk membatalkan norma atau yang dikenal sebagai negatif legislator.
Politik hukum Mahkamah Konstitusi mempunyai putusan yang berlaku absolut
tentang hukum yang akan berlaku dengan menggantikan hukum yang lama apabila
ada norma yang bertentangan dengan konstitusi, maka putusan tersebut
menggantikan kebijakan lama, namun secara substansi mengenai perubahan yang
harus dilakukan untuk memberlakukan hukum baru harus di dasarkan pada
kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi boleh
mengesampingkan pembentuk undang-undang atau beralih sebagai positive
legislator dalam putusanya, apabila dalam judicial review hakim berkeyakinan dan
menemukan fakta adanya suatu pelanggaran moralitas, rasionalitas, yang
menimbulkan ketidak adilan yang intolerable.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 terhadap
Pemilu 2024 yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berasal dari
suara rakyat berakhir buruk akibat berbagai akrobat politik dan kecurangan yang
terjadi. Dampak putusan tersebut telah meruntuhkan supremasi hukum dan
melegalkan nepotisme para penguasa untuk memperkuat instrumen negara untuk
di fungsikan kemenagan pemilu 2024. Kemunduran demokrasi terjadi secara

perlahan dan langkah-langkah hampir tidak terlihat sama sekali, kepentingan
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politik oligarki semakin tidak terhalangi dan seakan-akan mendapatkan dukungan
dari masyarakat dengan diawali putusan batas umur di Mahkamah Konstitusi yang
memberikan kecurangan pertama dalam tahap awal memulainya pemilu sehingga
kecurangan-kecurangan selanjutnya bermunculan, KPU menerima pencalonan
tanpa adanya revisi terhadap proesdur norma yang akan diberlakukan.

B. Saran

Perlu kiranya Mahkamah Konstitusi dibatasi kewenanganya agar tidak ada
peyalahgunaan atas putusan-putusan yang kontroversial dalam hal Mahkamah
Konstitusi sebagai positive legislator. Perlu adanya undang-undang yang mengatur
secara khusus mengenai kewenagan Hakim Mahkamah Konstitusi agar hakim tidak
terlibat dalam kepentingan politik, agar independensi Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi menjadi harapan bagi tegaknya hukum dan demokrasi semakin

baik.
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